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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, perlu merubah
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Sari Kota Binjai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai;

. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang
Penyelesaian Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun
2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

17.Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 20);

18.Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 1);

19.Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 21);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARI KOTA BINJALI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12
(1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas.
(2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali
berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam
puluh) tahun.
Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
padatanggal 6 Desember 2011

WALIKOTA BINJAI,

ttd.
MUHAMMAD IDAHAM
Diundangkan di Binjai
padatanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.
IQBAL PULUNGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 20






